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PEMERINTAH KAB'JPATEN KARANGANYAR

i

M

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  

NO M O R 11 TAHUN. 2009  

TENTANG . ■

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH  

D EN G A N R A H M A T TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR, ~

a. bahwa dalam rangka meningkatkan potensi aset daerah, 
Pemerintah Kabupaten Karanganyar periu melakukan upaya 

pengembangan budidaya pertanian dan perikanan sehingga 

dapat mendukurig optimalisasi pendapatan di Daerah;

b. bahwa untuk kete'rtiban dan pengendalian dalam penjualan 
habil budidaya pertanian dan perikanan;

j '
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, periu membentuk Peraturan Daerah
■ Kabupaten Karanganyar tentang Retribusi Penjualan 

Produksi Usaha Daerah;

1. Undang-Undang ' Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa T en g ah ;

2. Undang-Und ang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah

■ diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

tentang-.Perubahan atas Undang -Undang Nomor 18 

Tanun 1,997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000  

Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4048); \  .

.. 
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.PEMER!NTAHKABU.PATEN KARANGANYAR. . . . . . 

I 

PERATURAN DAERAH.KABUPATEN KAMNGANYA~· 

NOMOR. 11 TAHUN .. 200:~ . 

· TEN1ANG · . . .. :: . . . 

RETRIBUSI PEN~UALAN P ODUKSI USAHA PAERAH 

DENGAN.RAHMAT TU 1AN YANG MAHA ESA 

B~PATI KArNGANYAR, .· - . 

a. bahwa · dalam · rangka meningkatkan potensi aset daerah, 
Pemerinfah K:.3bupaten Karanganya_r perlu melakukan upaya 
pengembang an budidaya pertanian · dan perikanan sehingga · 
dapat mendukung 6ptimalisasi pendapatan di Daerah; 

b. bahwa untuk k.ete.Jiban dari ~~ng~ndalian dalam penjualan 
hc=ifiil budiday;:/pert.knian dan perikanan; · 

c. bahwa berdasa~k)~ pertimbanga~ 
0

sebagaimana dimaksud 
dc::ilam t)uruf · ::t, perlµ membentuk Peraturan Daerah 
K.abupaten Karanganyar tentang · Retribusi Penjualan 
Produksi Usa ha .I?aerah; 

1. Undang-Undang · Nom0r · 'l 3 Tahun 19.50 tentang 
Pernbentukan Daerah-daerah Kabu'paten dalam Lingkungan 
Pro.pinsi Jawa Tengah ·; . . 

2. Unclang-Undarig Nomor a·Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidanc1 (Lembaran Negara· Republik !ndonesia Tahun 1981 
Nomor 76, ·Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209); · 

3. Undang-Undang. Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak 
Daerah da·n R.etribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun- 1997· ·Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negard Republik indonesic1 Nomor :;685) sebagaimana telah 
diubah· dengan L!ndang-Unoang ~lomor ·34. -Tahun 2000 
tentang · ,.Perubahan atas Undang· -Undang · Nomor 18 
Ta nun 1i997 tentang Pajak · Oaerah dan ·Retribu~i Daerah 
(Lembaran Neg~ra Republi!< lri,donesia Tahun 2000 
Nomor 246 T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia · 
Nomor 4048); · 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209 );

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Ncmor 125, Tambahan Lembarani
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir de'ngan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 32 T a h u n . 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

.Republik Indonesia Nomor 4344); ' ; /

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang tentang 

Penmbangan Keuangan antara , Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66'. Tahun 2.001 tentang 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahuri 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4 1 3 9 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 ; Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2C07 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

. Republik Indonesia Nomor 4737); .

10. Peratufani Daerah Kabupaten Ksranganyar Nomor 12 

Tahun 2007 tentang Pehyidik Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Lembaran 

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12).

.. 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 19.97 teritang Pengelolaan 
Urigkungan . Hidup .(Lembaran Negara · Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 68, Tamb~~an Lembaran Negara 
Reµublik Indonesia Nomor 3209) ; 

- 5. Undang-Undang . Nomor ·10 Tahun · 2004 tentang 
Per1bentukan Peraturan · Perundallg:-U.ndangal') (Lembaran . . ' 
Negara Repu~lik. lndonesil;l Tahun 2004 . Nomor 53, 
Tambahan · Lembaran Negar~ .·· Republik Indonesia 
Nomor 4389)'; : . 

6. Undang-Undang Nomor 32 . Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lemb~:-an Negara Republik 
lndonesi.:i Tahun · 2004 ·Ncmor 125/ Tambahan Lembaran 
NE:~ara Republik Indonesia Nomor 44:37) sebagaimana telah 
beberapa kali. d\ubah terakhir de'ngan Undang-Undang 
Norr.or· 12 · Tahun 2008 tentang 'Pr3rub~han : Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32- Tahun . 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran N~gara Rep_ublik Indonesia 

Tai,un 2008 · Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
. Rapublik Indonesia Nomcir 4844); .; : · 
• • • I • 

7. Undang-Undang No,mor 33 Tahun. :2004 tentang tentang 
Perimbangan l<euangan antara ., P.~merintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun_ 2004 Namer 126, Tamb~\h~n Lembaran Negara 
Republik lr.donesia Nomoi 4438); 

' 
8. Peraturan Pemeriritah · Nomor 66-'. Tahun 2.001 tentang 

F:etribusi Daera~ (Lembaran ·Negara Republ)~ · Indonesia 
Tahun 2001 'Nomor 119, Tambat;ian Lembaran Negara 
Repuh:ik Indonesia Nomor 4139) ; · ; .· 

9. Percituran · Pem~rintah. Nomor 38: Tahun 2007 tentang 
?embogian . Urusan Pemerin~ahat1 Antara Pemerintah, 
Pemerlntahan Daerah Provinsi. dari . Pemerintahc1n Daerah 

t;, . 

Kabupaten/Kota . (Lembaran Nega(a . ~epublik Indonesia 
Tahun 2007 Nornor 82, Ya.mbahan Lembaran Negarn . ' . \ . . 

. Republik lndone~ia Nomor 4737); · ·. 

10. Peraturari D~erah ·. Kabupaten Kara·nganyar Nomor 12 
Tahun 2007 . te-~tang ·. Periyidik Pegawai Negeri Sipil dj · 

. . . . .. 

Lingkungan P.emerintah Kabupaten·. Karanganyar (Lembaran 
Oaerah Kabupaten Karang~nyar Tahun 2007 Nomor 12). 



Dengan Persetujuan Bersarna ;

DEWAN PERW AK’.LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

- dan

BUPATl KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

■■■; ' ' ■ • • ■

Menetapkan : PERATURAN DAERAH ■ TENTANG . RETRIBUSI • 

r- PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

BAB !

KETENTUAN UMUM  

Pasal 1

Dalarri Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;

2. Bupati adalah Bupati Karangariyar;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati:dan Perangkat Daerah 

. ' sebagai unsur penyelenggara perherintahan daerah;

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu 

dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku ;

5. Badan adalah suatu bentuk badan Usaha yang meliputi 

perseroan terbatas, perseroar. komanditer, perseroan 

lainnya, badan usaha milih negara atau daerah dengan  

nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,

. firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, 

lemb^ga, dana pensiun, bentuk. usaha tetap serta bentuk 

badan usaha lainnya;

6. Produksi Usaha Daerah adalah kegiatan budidaya 

pertanian dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah 

daerah;

.. 

Dengan P~rsetujuan Bersarn~ ; \ 
• • f ' 

I 

DEWAN PERVvAKiLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 

·· dan 

. . 

: . 

• I 

·suPATIKARANGANYAR 

· ME.MUTUSKAN: 

PERATURAN · . DAERAH · ·· TENTANG· 

PENJUALAN PRQDUKSI USAHADAERAH . 

·BAB I 

KI;:TENTUAN UMUM 

Pasal 1 

RETRIBUSI: 

Dalanj Peraturan paera.h ini yang dimaksud dengan : · 

1. Daerah adtilah Kabupaten Karanganyar ; 
. . 

2. · Bupati ad ala~ Supati Karailganyar;. , 

3. Pemerintah _Daerah adalah Buriat:jdan Perangkat Daerah 

.· · sebagai u nsL_ir penye_lenggara p·err1erintahan daerah; 

4. Pejabat a~~lah Pegawai yang diberi tugas tertentu 
. . 

dibidang retribusi ~aerah s~suai dengan peratura'n 

perundang:-undangan yang berlaku ; 
• I I • • 1_ • 

5. Sadan aclalah. suatu' bentuk badan Usaha yang meliputi 

· persero.an ·_terbatas, perseroari komanditer, perseroan 

lai~nya, badan. usaha mjlih negara atau ·daerah: dengan 
. , ... -. .,_-_ ' . . . ' . 

nama da n. be_ntuk apapun; pe/sekutuan, perkumpulan, 

·. firma; korigsi, koperasi atau 9rganisasi yang sejenis, 

lemqqga, dana pensiun, bentul<:_'usaha tetap serta bentuk 
badar. usaha lainnya ·; . . . . , 

6. · Produksi · Usaha Daerah adriiah kegiatan budidaya 

. partanian dan perikanan yang dilakukan ·oteh pemerintah 
. ,•, . 

· daerah; 



5.

?■
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Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha 

pemerintah daerah antara lain berupa benih padi, dan benih ikan

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi terientu ;

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi 

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penjualan produksi usaha 

daerah;

.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan 

menganut prinsip komersiil karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh 

sektor swasta;

jl.Daluwarsa adalah lewat waktu;

|2,Surat Ketetapa.n Retribusi Daerah ,yang selanjutnya. disingkat SKRD adalah 

jsurat keputusan yang menentukan besarnya jurnlah retribusi terutang ;

irSurat Jagihan Retribusi Daerah yang selaniutnya disingkat STRD adalah surat 

|  untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga 

■dan / atau denba ;

i,Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat 

’ yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau 

penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang 

ditetapkan oleh B upati;

‘5. Periyidik adalah pejabat polisi republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri 

sipil tertentu yany diberi wewenang khusus oleh; Undang-Undang untuk 

. melakukan penyidikan.: .

1 ' '
J.Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang diiakukan oleh

penyidik untuk mencari atau mengumpulkan bukti vang dengan bukti itu

membuat terang tindak picfana.

Kas daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

BAB II

PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

•. Pasal 2

rpduksi Usaha Daerah dapat dijual kepada orang pribadi atau badan.

ata cara Penjualan Produksi Usaha Daerah diatur lebih lanjut dengan 

eraturan Bupati.

}\.Pe~jualan Produksi Usaha Ocier~h · adalah penjualan hasil produksi usaha 
'!Pi,: . -. , • • · Jti pemerintah dnerah antara lain berupa benih padi, dan benih ikan 

]lwaJib · Retribusi 3dalati orang ~ribadi atau badan y~ng menurut peraturan 
:1:e- , , , 
;~Lperur.dang-undcmgan .. retribusu · diwajibkan untuk melaku~an pembayaran 
► . . . 
. ifretribusi termasuk pemungutatau pemotong retribusi terientu ; 
~ ·. . . . . 
",g;Retribusi Penjualan Prodoksi Usaha [)aerah yang sela.njUtnya disebut Retribusi · · 
11lf'adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penjualan produksi usaha 
~ii:daerah; ·· · · · . . · · · . · · · · ·. : · · · · . . 
·•~:;,: 

· · .. fq},Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh pe(n~rintah daerah dengan 
~~l/meriganut prinsip komersiil karen~ pada dasarnya dap.iit pula disediakan oleh 
t0l\ · · · · - · · · :· · · 
ifsektor swasta; · . · · · 

~t:?· . 
m,Paluwarsa adalah lewat waktu; 
ilt': \ 

~Surat Ketetapa:i Retnbusi Daerah ,yang selanjutnya· disingkat SKRD · adalah 
·~f surat keputusan yang menentiJkan besarnya jurnlah r~t~ibusi terutang.; · 
',·:ir_: .. ~ . . . - .. · .. . .- ·. · . 
}Surat Tagihan Retribusi Oaerah yang selanjutnya disirml<at STRD. adalah surat 
'Iii~·~.·, . ' . - ' - • . . 

f~untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga 
~'.hian /atau denda ; · · · · : · · 
t;t: : . 

tsurat Setoran Retribusi Daerah ·yang selanjutnya dising.ka,t SSRD adalah surat 
.-ang. digunr.kan oieh· ~ajib r.etribusi untuk melak.~ka~ pernbayaran atau 

· enyetoran · retribusi yang terutm·,~. ke Kas Daerah a tau ke tern.pat lain yang 

Peny\dik adalah pejabat polisi r~piiblik Indonesia atau pejabat pegawai ·negeri 

Jpjl tertentu yang d1beri wewenang khusus ol~h~: Undang-Undang untuk 
el.akukan penyidika·n . .. : - · 

. enyi.dikan Tindak Pidnna adalr1h serangkaian tinda~an yang dilakukan oleh 

enyidik untuk mencari atau rneng·umpulkan .bukti· yang dengan bukti itu 

· erribuat terang tindui-: pidana . 

. as daerah adr.ilah kas Pemerintah Ka:Jupaten Karanganyar. 
,' ' ' , . 

·. BAB II 

· PENJUALAN RRODUKSI USAHA DAERAH ' . . , 

' . 
<. Pasal 2 · 

roduksi Us2ha Daerah dapat dijual kepada·oran·.9 pribadi atau badan. ";:. . ' .·.. ,• . 

ta ··cara Peniualan Produksi Usaha Daera~. diatur lebih lanjut dengan 
•. ' -
raturan Bupati. 



NAMA, SUBYEK DAN OBJEK RETRiBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas 

penjuaian Produksi Usaha Daerah.

(l)Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli Produksi 

, Usaha Daerah.

;(1) Objek Retribusi adalah hasil Produksi Usaha Daerah.

p )  Hasil Produksi Usaha Daerah sebagaimana dim,aksud dalam ayat (1), 

p  meliputi;
fspv.-r..- • , . - • •

c. benih p a d i;

fe d. benih ikan. /

letribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa 

■saha.

Pasal 4

|(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang wajib membayar retribusi 

§i ' karena membeli hasil Produksi Usaha Daerah.

Pasal 5

BAB IV

G'OLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGG UN^AN JASA

Pasal 7

Igkat penggunaan iasa ditentukan berdasarkan jenis/ tikuran dan volume hasil 

■oduksi yang dijuai.

BAB Ill 

. NAMA, SUBYEK DAN OBJEK RETRiBUSI 

-P,asal 3 

engan nama Retribmii Penjualan Pi-0duksi Usaha Dae rah dipungut. retribusi atas 
· njualan Produksi Usaha Daerah .. · · 

Pasal 4 

Retribusi ad?lah orang pribadi atau· badan yang membeli Produksi. · 

u'saha Daerah. 

) Wajib Retribusi ada
0

la:1 orang pribcid1 atau badan yan'g wajib membayar retribusi 

karena membefi.hasil Produksi Usaha Daerah. 

·Pasal 5 

Ob;ek Retribusi adalah ·hasil Produ!<si Usaha Daerah . 

. Ha~ll .Produksi Usaha Daerah. sebagc2in1aria dimp.ksud dalam . ayat (1), 

me\iputi; 

c.-. b~nih padi ; , 

.. BAB IV ·. ,_ 

G'OLO NGAN RETRIBUSI 

Pasal 6 

Penjualcm Prodl;!ksi Usaha Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa 

BAB V 

CARA MENGUKUR TINGV~ T PENGGUN~AN JASA 

Pasal 7 

)~t penggun2.an jasa ditentuka~ · ber9~s~rkan jenis/ \ik~ran dan volume hasil 
lsi yang dijuai. · · ·.•. 



PRINSIP DAN SASARANDALAM  PENETAPAN STRUKTUR  

DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

?rinsip dan sasaran dalam penetapan struktur danv besarnya tarif retribusi 

jiidasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan. yang layak dengan 

tiempertimbangkan nilai asset, biaya modal dan biaya produksi.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TAR'IF-'

• > Pasal 9 /

Dasar pengenaan retribusi adalah setiap pembelian Produksi Usaha Daerah , 

jerupa:

a. pemanfaatan benih padi;

b. pemanfaatan benih ikan.

. Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

... Benih Padi

1 )  ; Benih Dasar i-S {Foundation Seed) Label Putih dengan harga sebesar 

Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per kilogram;

2) Pokok SS (Stock Seed) Label Ungu Putih dengan harga sebesar 

Rp 4 .5 0 0 ,-(empat ribu lima ratus rupiah) per kilogram;

, 3) Benih Sebar ES [Extention Seed) Label Biru, dengan harga sebesar 

■ Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) per kilogram .

:.BAB VI 

· PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPP,N STRUKTUR 

~!f' 
'f\, 

• • '1 

DAN BESARNYATARIF. 

Pasal 8 

··' 

. ' 
'' 

;¾'.;•;, 

4insip dan sasa:-:an dalan:i penetapan struktu_r dan·. • besarnya 

J~asarkan pada tujua·n untuk · memperoleh keuntung~'l; yang 

'.,c¥empertimbangkan nilai asset, biay~ modal dan biaya pr~·duksi. I:. . . :.: 

· ·. BAB VII 

,, 
,, 

'' 

., 

STRUKTUR DAN BESARNYATARIF 

· Pasal 9 
' 

tarif retribusi 

layak dengan 

r:pengenaan retribusi adalah setiap pembelian Pfoduksi Usaha Daerah 

pa.: 

: a .. pemanfaatcm benih padi; 

b. pemanfaatan benih ikan. 

.Pasal 10 

ktur dan besa:-nya tarif retribus; ditetapkan sebagai berikut : .. . . . ' 

't. . 
:1) ,: Benih Dasar i=S., (FoundatiC?n _Seecf) Lab~I Putih dengan. hc;irga sebesar 

. : Rp. 5.500,- (lima ribu lima mt~s _rupiah) per kilogram; . 

Pokok SS (Stock Seed) Label Ungu Putih 
0

denga11 h~rga sebesar 

. Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per kilogram; 

Benih Sebar ES (l;xtention. Seed) Label Biru, denga·n harga sebesar 

Rp 4.000,-· (empat rib'u r'upiah) per kilogram. . '' · 

. : . . 

.I 



b. Benih Ikan

1 U
ftSr\*

1

JENIS IKAN

•*, i '
i

Harga per 1000 ekor (dalam Rp) 

berdasarkan ukuran (dalam cm)

harga terendah sarripai dengan harga 

tertinggi

Harga Benih Ikan/kg 

berdasarkan ukuran 

(dalam cm) harga 

terendah sampai 

dengan harga 

tertinggi

1-2 ’ 2-3 3-5 5-7 7-9 > 9

Tawes 15.000 25.000 35.000 45.000 11.000 12.000

Nila Merah 20.000 30.000 40.000 60 .0 0 0 , 14.000 15.000

Nila Gift 20.000 30.000 40.000 60.000 13.000 14.000

Karper 25.000 35.000 50.000 70.0 0 0 ' 18.000 20.000

Lele Dumbo 25.000 40.000 60.000 80.000  . - -

,' Pasal 11 \

|{l) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan .penetapan harga jual 

berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

*■(2) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disetor secara tunai 

. ke Kas Daerah paling lambat 1 (satuj hari kerja.

|3 )  Mekanisme dsn lata cara pemungutan diatur lebili lanjut dengan Peraturan 

Bupati.

BAB VIII

W ILAYAH’ PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah.

Benih lkan 

. . . Harga Benih lkan/kg 
Hnrga per 1000 ekor {dalam Rp) berdasarkan ukuran 
berdasarkan·ukur~n (dalam cm) (dalam cm) harga · · 

I 

JENIS IKAN harga te.rendah sarripai dengan .harga terendah sampai 

tertin.ggi . dengan harga 

tertinggi 

1-2 2-3 3-5 fr-7 7-9 >9 
- ·-

15.000 25.000 35.000 45.000 · 11.000 12.000 

'.~CJ.GOO 30.000 40.000 60.000. 14.000 15.000 

;o ooo ! 30.000~- 40.000 60.000 13.000 14.000 

2tl.00() 35.000 50.000 70.000' 18.000 20.0C0 

--.. 

Lele Dumbo 25.000 40.000 60.000 80.000 .. 

. Pasal 11 . \ 

atau Pejabat yang ditunjlik melakukan : : penetapan harga jual 

. berdasarkan tarif se!)agaimana cHmaksud dalam Pa£al 10. 
. . 

) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pc1sal 10 disetor secara tunai 
·{ ke Kas Daerah paHng Iambat 1 .(satu) hari kerja. · ·: : · · 

:) Meka9isme dan tata _Cara pemungutan diatur lebih ·!anjut de~gan Peraturan 

\ Bupati. 
'> • 

· BAB VIII 

. . . . 

WILAYAH' PEMUNGUTAN .. ·_. 

Pasal 12 

. etribusi yang terutang dipungut di Oaerall. 
( ' 



' BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

> Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada seat diterbitkan SKRD :atau dokurnen lain yang 

r dipersamakan.

' BAB X ■;

; TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokurnen lain yang 

dipersamakan.

. BAB XI ; '

SANKSi ADM INISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 

|  membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%  (dua persen) 

setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih 

dengan menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN ’

’ • Pasal 16
. i

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas daerah atau di tempat lain yang 

ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau 

SKRD Jabatan atau dokurnen lain yang dipersamakan.

13AB IX 

. . . 
' . . • 

'' ., 

.. 
'' 

SAAT RETRISUSI TERUTANC-:i 

Pasal 13 

' . 
'. 

',I , 

'; I. 

· t :.etribusi t:rutang terjadi pada ~-aat diterbitkan SKRP '.:atau doku·n1en Iain ·yang 
, 1persama an. ,- ·. , . 
~ I ,, 
;;./ 

BAB.X . 

. TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 14 · 

(1) Pemungutan retribusi tida_k dapc1t dibcirongkan. 

(3) Re~ribusi diprmgut . ·dengan mcnggu~akan SKRD. atau dokumen lain yang , 

dipersamakan. 

BAB XI· 

SANKSI. ADMINISTRASI 

Pnsal 15 

hat wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang 

membayar, dikenakan s·anksi adrniriistrasi berupa qunga sebesar 2% (dua persen) 

setia·p bulan dari r0tribusi ya.ng terutang yang tid~k atau l<Urang dibayar dan ditagih. 

dengan menggunakan STRD. 

BAB XII . 

.TATA CARI:\ PEMBAYARAN 

, I 

(1) .'Pembayara:\ mtribusi. dilakukan di Kas daerah :atau di tempat lain yang 
• I 

ditunjuk se~uai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau 
. • I • I 

SKRD Jabatan .atau dokumen lain yang dipersama~an. . . . . . . . . 



(2) dalam hal pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka

• hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 kali

'4 jam atau abifam waktu yang ditentukan o(eh Bupati.
* » . .

(3 )  Apabila pembayaran dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan 

■ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnaka dikenakan sanksi administrasi

berupa denda sebesar 2%  (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 17

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara lunas dan tunai.

(2) .Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi 

untuk mengangsur, retribusi terutang dalam jancjka waktu yang ditentukan 

dengan alas an yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapan oleh Bupati. ' ::

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

• Pasal 18
kk ' ' .■■■• •; :
f  (1) Surat teguran atau suiat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal 

tindakan peiaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat 

jatuh tempoipembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal .'surat teguran atau surat 

peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan , wajib retribusi harus 

■>: mefunasi retribusi yang terutang.

t  (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(4) Bentuk dan tata cara penyampaian Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat 

lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut 

derigan Peraturan Bupati.

.. 

.. (2) dalam hc;il pembayaran retr!bm;i dilakukan .di tempat lain yang ·ditunjuk maka 

' -:.hasil penerimaa~ retribusi harus. diset_or ke Kas Daerah paling lambat 1 kali 

: '.4 Jarn atau a'a(am ·waf<tu yang· ditentuk~n oteh Bupati. 
I . • I 

· (3) Apabila pembayaran dila kukan setelah lewa't · waktu yang ditentukan 
I • 

· . sebagaimana dimaksud pa da ayat (1) rnaka' dikenakan. sanksi administrasi 

· . berupa denda sebe~ar 2o/o (du~ b:erse~) dengan m_enerbitkan STRD. · 

Pasal 1? 

. (1) Pembayarnn: retribusi harus dilakukan secara tunas dar. tunai.· 

(2).Bupati atau pejaba~ yang dituni,uk dapat memberi :izin kepada ·wajib retribusi 

· untuk mengangsur, retribusi _terutang dalam jangl<3 waktu 'yang ditentukan 

. · dengan· alas an ya:ig dapat diper:{anggungjawabl<an. 

(3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

. ditetapan ol8h e1:1pati. 

·_,· 

BAB XIII 

TATA CARA PENAGIHAN RETRl[~USI 

. Pasal 1s· 

Surat teguran atau sui'at peringatan atau·surat lain' '.i:ang sejenis sebagai awal 
• I • , •• 

tindakan peialmanaan penagihan retribusi dikeluark?:j 7 (tujuh) hari sejak saat 

jatuh tempo,pembayaran. 
. . 
. ' 
,, 

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) h~ri setelah tanggar .:surat teguran atau surat 

.· peringatan atau surat lain yang· sejenis disampaik8:n , wajib · retribusi harus 

· rne_{unasi retritusi yang terutanig. . 
' . . 

Surat teguran, surat · peringa1tan ~tau surat lain y:s1ng sejenis . sebagaimana . 

dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan,-oleh Bupati atau t?ejabat yang ditunjuk. 

) Bentuk dan tat3 cz,ra penyampaian Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat . ' . . . 

·. lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada aVat (1) tjiatur lebih lanjut 

• ·der1gan Peraturan Bupa~i. 

. . 



TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN  

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

|; (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan 

Retribusi.

(2) Pemberian pengurangan dan / atau keringanan retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

I  (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan atau .pembebasan retribusi 

diatur lebih lanjut oleh Bupati. .

BAB XV

ICADALUARSA PENAGIHAN

m

If

, Pasal 19

(1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun 

terhitung sejak saat terutangnya retribus', kecuali apabila wajib retribusi 

melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

‘(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

tertangguh apabila:

a. diterbitkan surat teguran ; '

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun 

tidak langsung.

! BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20 • ;'

(1) Wajib'retribusi yang tidak melakukan kewajibanriya, sehingga merugikan 

.keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau 

denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV 
'' 

TATA CARA PENG.URANGAN, KER1kiGANAN . . ,, 
. ' 

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 18 • 

) Bupati dapat merpb0rikan pengurc:1ngan, keringanan- dan. pembebasan 

Retribusi. 
• I 

. . 
P~mberian pengu1or:gan dan / _. atau keringana.n . retribusi · sebagaimana 

di_maksud pada ayat (1) dengan· IT\emperhatikan ~emampuan wajib retribusi. 

Tata cara pemberian.. pengurali_gan, keringanan . atau . pembebasan retribusi 

· diatur lebih lanj~Jt oleh Bupati. 

BAB XV 

~(ADALUARSA PENAGIHAN 

,Pasal 19 

Penagihan retr!ibusi kadaluwarsa se'telah melampaui jangk~ wakt~ 3 (tiga) ta.hun 

terhitung sejal< saat terutangnya · retribusi, kecuali apabila wajib retribusi 

.• f08lakukan tindak pidanl3 dibidang r~tribusL 

Kadaluwarsa pena~ihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ), · 

tertangguh apabila: 

a. ·. diterbitkan zurat teguran ; 

~- · ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun 
' . 

_.tidak langst.ing. 

: · BAB XVI 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 20· I• 

(1) Wajib-retribusi yang tidak melakukan kewaiibannya, seh!ngga merugikan 
. . . J . 

. keuangan daerah diancam piµana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau 
. . . \ 

,-denda paling banyal< 4 (em.pat) l<a!i jurn!a~ retribusi yang terutang. 
. . . . ·, . 

(2)Tindak pidana sebagaimana dirnaksuq pada ayat {1) _adalah pelanggaran. 



BAB XVII

PENYIDIKAN ^

. . .  t '  a " : . '

• . Pasal 21

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi 

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk meiakukan penyidikan tindak pidana 

j ; dibidang Retribusi Daerah.

&
(2; Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan 

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan 

atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;; :

b meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi 

atau bad an tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan 

dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;

c, meminta keterangan dan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan 

dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

d, memeriksa buku -  buku, catatan -catatan dan .dokumen - dokumen lain 

berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah; •.

;• e. melakukar. penggeledahan untuk mendapatkarv. bahan bukti pembukua, 

. pencata'tan, dan dokumen-dokumen lain, seiia melakukan penyitaan

Y terhadap bahan bukti tersebut;

K f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 

■ tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. rr.enyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat 

pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang

.. dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. mernotret seseorang yang berkaitan dengan tindak.pidana retribusi daerah;

i .  , memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

. B.A.BXVII 

PENYIDIKAN 

Pasal21 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Teitentu dilingk_ungar. .Pemerintah Daerah diberi 

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk meiakuk~n penyidikan tindak pidana 
~ibidang hetribusi Daerah. · 

. ' . . ' 

Wewenang Penyidik sebagaim~na dimaksud pada ayat (1 ), adalah: 
• • • • I 

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan mern~lit,i keterangan atau laporan 

berkenaan de,1gan tindak pid~na dibidang retrib .. ,si daerah a·gar keterangan 

atau laporan ter3ebut menjadi lengkap dan jel~s;; :, 

b meneliti, mencari dan meng.umpulkan keterang~~l mengenai orarig pribadi 

atau . badan tentang kebenaran perbuatan yar!g dilakukari sehubungan 
. dengan tinaak µidana retribusi daerah tersebut; :, . 

·.' 

c .. !lleminta kffcerang~n dan bukti dari 9rang pribad.i atau badan sehubungan 
' dengan tin.dak pidana dibid arig r~tribusi da~rah; ':: . . . 

· d .. memeriksa bul<u -- buku; catatan ~atatan dan.::Ciokumen - dokumen lain 

. _· berkenaan dengan tindak pidana· dibidang r~tribusI d·aerah; · . :_ 

e. melakukar. penggeledahan · untuk _m.endapatka~:'. bahan bukti pembukua, 

. pencatatan, _dan dokumen-doku_men lain; se:~a melakukan penyitaan 

.. terhadap bahan bukti tersebut; 
. '· 

. f. · meminta bantuan tenaga ahli dalar.1 rangka pelaksanaan· tugas penyidilcan 
,' . . . . 

. tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;_ 
' ' ;l ' 

g.- rnenyuruh berhenti , mclara ng seseorang meningg_alk'an ruangan atau tempat 

pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan inemeriksa identitas orang 

_: dan atau doKumen .yan·g dibawa sebagaima~a dimal<sud pada huruf e; 
. . 

h. ·mernotret saseora~g:·yar.g berkaitan dsngan tindak.pidana retribusi daerah; 

i. . : memanggil. orang untiJk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 

·. tersangka alau saksi; 

j. menghentikan penyidiKan; 
. ~1 



k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk. kelancaran penyidikan tindak 
pidana di bidang1 retribusi daerah menurut. hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

. Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar 

pada tanggal 14 Juli 2009  

BUPATI KARANGANYAR,

Hj. R INA IRIANI SRI ANING SIH , S.Pd., .M .Hum

Diundangkan di Karanganyar 

>ada tanggal 14 Juli 2009 '
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k. melakukan tindakan lain y3ng perlu untuk. ke!~ncaran penyidikan tindak 
pidana di bidang · retribusi daerah · rnenurut . hukum · yang dapat 
dipertanggung_;awabkan. 

BAB XVIII 
KETENTUAN PENUT_UP 

Pa~al22 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
·_ ·. Agar setiap or~ng mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan . penempatahr.ya dalam Lembaran Daerah Kabupaten -. · 
. Karanganyar. · 

Ditetapkan di Karanganyar 

pada tanggal 14 Juli 2009. 

BUPAT~ N~AN';,AR, 

Hj. RINA IRIANI SRI ANINGS!H, S.Pd., .M.Hum 

· . · Jiundangkan di Karanganyar 

· >ada_ tanggal 14 Juli 2009 
3EKRETAR AERAH KABUPATEN KARANGANYAR· 

KASTON ns· 
· • .EMBARAN DAERAH f<ABUPATEN KARANGANYAR. TAHUN 2008 NOMOR 11 

' ,, 
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